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MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAY A MINERAL REPUBLIK INDONESA,

Menimbang :

Mengingat :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4), Pasal 35
ayat (6), Pasal 41 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), dan Pasal 76 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan
Usaha Panas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penyelenggaraan
Kegiatan Usaha Panas Bumi;

1.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3317);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2003 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4327);

3. Peraturan Pemerintah  Nomor 10 Tahun 1989 tentang
Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran
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M enetapkan:

Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah  Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

5.Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Proving, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/K ota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan
Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4777);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisas dan
Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Minerdl,;

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
001 Tahun 2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Prosedur
Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan
Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan
Umum sebagamana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Minera Nomor 004 Tahun 2007
tangga 11 Me 2007,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN USAHA PANAS BUMI.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.

|zin Usaha Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut
IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan
Panas Bumi.

Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan
pengeboran sumur eksplorass yang bertujuan untuk
memperoleh dan menambah informasi kondis geologi bawah
permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan
potensi panas bumi.

Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan
panas bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh
aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha
pertambangan panas bumi, termasuk penyelidikan atau studi
jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi.

Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja
tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan
sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operas
produksi sumber daya panas bumi.

Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut
Wilayah Kerja, adalah wilayah yang ditetapkan dalam IUP.

Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi,
atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha
tetap dan terus-menerus, bekerja dan berkedudukan dalam
wilayah Negara K esatuan Republik Indonesia.

Panitia Pelelangan Wilayah Kerja adalah panitia yang dibentuk
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesua dengan
kewenangannya dalam rangka melaksanakan proses lelang
Wilayah Kerja.

Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang
panas bumi.
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9. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsg sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.

10. Bupati/walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung
jawab di bidang panas bumi.

12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat yang tugas dan tanggung
jawabnya meliputi kegiatan usaha panas bumi.

13. Dinas Teknis adalah dinas teknis provinsi atau dinas teknis
kabupaten/kota yang tugas dan tanggung jawabnya melipuiti
kegiatan usaha panas bumi.

BAB Il
WILAYAH KERJA
Bagian Kesatu
Penawaran Wilayah Kerja
Pasal 2

(1) Kegiatan pengusahaan sumber daya panas bumi dilaksanakan
pada suatu Wilayah Kerjayang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya melakukan penawaran Wilayah Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Usaha
dengan cara lelang melalui media cetak, media elektronik dan
medialainnya.

(3) Dalam melaksanakan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Menteri, gubernur atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib
membentuk Panitia Pelelangan Wilayah Kerja.

Bagian Kedua
Keanggotaan Panitia
Pasal 3

(1) Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) berjumlah gasal dan paling sedikit 5
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(lima) orang terdiri atas wakil dari Departemen Energi dan
Sumber Daya Mineral, Instans terkait, Pemerintah Daerah,
dan wakil dari Instans Daerah terkait.

(2) Panitia Pelelangan Wilayah Kerja wakil dari Departemen
Energi dan Sumber Daya Minera sebagaimana dimaksud
padaayat (1) terdiri atas wakil dari :

a. Direktorat Jenderal Minera, Batubara, dan Panas Bumi;
b. Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi;
c. Badan Geologi; dan/atau

d. Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral.

Pasal 4

(1) Daam ha diperlukan, Panitia Pelelangan Wilayah Kerja
dapat menunjuk tenaga ahli sebagai narasumber.

(2) Tenaga ahli sebagamana dimaksud pada ayat (1) dapat
berasal dari kalangan akademisi, asosiasi profesi panas bumi
atau praktis.

Bagian Ketiga
Evaluas Penawaran
Pasal 5

(1) Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 melakukan evaluas terhadap penawaran yang
masuk melalui mekanisme evaluasi tahap kesatu dan evaluasi
tahap kedua.

(2) Evaluas tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada evaluasi administrasi, teknis dan keuangan.

(3) Evaluas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling sedikit meliputi evaluasi terhadap kelengkapan :

a. surat permohonan IUP kepada Menteri, gubernur atau
bupati/walikota sesual dengan kewenangannya;

b. identitas pemohon/akta pendirian perusahaan;
c. profil perusahaan;
d. Nomor Pokok Wajib Pgjak;



